BERITA NEGARA
REPUBLIK INDONESIA

No.1065, 2017 KEMENKEU. Pengelolaan BMN.

PERATURAN MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 111/PMK.06/2017
TENTANG
PENILAIAN BARANG MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk Penilaian Barang Milik Negara yang lebih
efektif, efisien dan akuntabel, perlu disesuaikan
mekanisme pelaksanaan penilaiannya;

b. bahwa Peraturan Menteri Keuangan Nomor
166/PMK.06/2015 tentang Penilaian Barang Milik
Negara, perlu disesuaikan dengan perkembangan kondisi
dan kebutuhan serta praktik pelaksanaan Penilaian,
sehingga perlu diganti;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud
dalam huruf a dan huruf b serta untuk melaksanakan
ketentuan Pasal 53 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor
27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik
Negara/Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri

Keuangan tentang Penilaian Barang Milik Negara;

Mengingat : 1. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

5533);
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Menetapkan

Peraturan Presiden Nomor 28 Tahun 2015 tentang
Kementerian Keuangan (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 51);

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG PENILAIAN
BARANG MILIK NEGARA.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1.

Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli
atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan
Belanja Negara atau berasal dari perolehan lainnya yang
sah.

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara
yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas
dan fungsi Kementerian/Lembaga dan/atau optimalisasi
Barang Milik Negara dengan tidak mengubah status
kepemilikan.

Pemindahtanganan adalah pengalihan kepemilikan
Barang Milik Negara.

Penilaian adalah proses kegiatan untuk memberikan
suatu opini nilai atas suatu objek penilaian berupa
Barang Milik Negara pada saat tertentu.

Pengelola Barang adalah pejabat yang berwenang dan
bertanggung jawab menetapkan kebijakan dan pedoman
serta melakukan pengelolaan Barang Milik Negara.
Pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan
penggunaan Barang Milik Negara.

Kuasa Pengguna Barang adalah kepala satuan kerja atau
pejabat yang ditunjuk oleh Pengguna Barang untuk
menggunakan barang yang berada dalam penguasaannya

dengan sebaik-baiknya.
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Pihak yang Memiliki Kewenangan adalah pihak yang
sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-
undangan memiliki kewenangan untuk mengajukan
permohonan Penilaian.

Pemohon adalah Pengelola Barang, Pengguna Barang,
atau Pihak yang Memiliki Kewenangan untuk
mengajukan permohonan Penilaian.

Menteri adalah Menteri Keuangan Republik Indonesia.
Direktorat Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya
disebut Direktorat Jenderal, adalah unit eselon I di
lingkungan Kementerian Keuangan yang mempunyai
tugas merumuskan serta melaksanakan kebijakan dan
standardisasi teknis di bidang kekayaan negara, piutang
negara dan lelang.

Direktur Jenderal Kekayaan Negara, yang selanjutnya
disebut Direktur Jenderal, adalah salah satu pejabat unit
eselon I di lingkungan Kementerian Keuangan yang
mempunyai tugas merumuskan serta melaksanakan
kebijakan dan standardisasi teknis di bidang kekayaan
negara, piutang negara dan lelang.

Kantor Pusat adalah Kantor Pusat Direktorat Jenderal.
Kantor Wilayah adalah Kantor Wilayah Direktorat
Jenderal.

Kantor Pelayanan adalah Kantor Pelayanan Kekayaan
Negara dan Lelang.

Penilai adalah pihak yang melakukan Penilaian secara
independen berdasarkan kompetensi yang dimilikinya.
Penilai Pemerintah di Lingkungan Direktorat Jenderal
Kekayaan Negara, selanjutnya disebut Penilai Direktorat
Jenderal, adalah Penilai Pegawai Negeri Sipil di
Lingkungan Direktorat Jenderal yang diangkat oleh
kuasa Menteri yang diberi tugas, wewenang, dan
tanggung jawab untuk melakukan Penilaian, termasuk
atas hasil penilaiannya secara independen.

Penilai Publik adalah Penilai selain Penilai Pemerintah
yang mempunyai izin praktik Penilaian dan menjadi

anggota asosiasi Penilai yang diakui oleh Pemerintah.
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19.

20.

21.

(1)

(2)

Nilai Wajar adalah estimasi harga yang akan diterima
dari penjualan aset atau dibayarkan untuk penyelesaian
kewajiban antara pelaku pasar yang memahami dan
berkeinginan untuk melakukan transaksi wajar pada
tanggal Penilaian.

Nilai Wajar atas Sewa adalah estimasi jumlah uang yang
akan diterima dari penyewaan suatu aset antara pelaku
pasar yang memahami dan berkeinginan untuk
melakukan transaksi sewa yang wajar pada tanggal
Penilaian.

Basis Data adalah kumpulan data dan informasi
pendukung lainnya yang berkaitan dengan Penilaian
Barang Milik Negara yang disimpan dalam media

penyimpanan data.

BAB II
RUANG LINGKUP

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2
Peraturan Menteri ini mengatur pelaksanaan Penilaian
Barang Milik Negara, yang meliputi:

a. permohonan/penugasan Penilaian;

o

. tim Penilai Direktorat Jenderal;

bantuan Penilaian;

o o

. pelaksanaan Penilaian;
pendekatan Penilaian;
laporan Penilaian;

Penilaian ulang;

o o

. kaji ulang laporan Penilaian; dan

Basis Data Penilaian.

e

Penilaian Barang Milik Negara dilakukan oleh Penilai

Direktorat Jenderal.
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Bagian Kedua

Objek Penilaian

Pasal 3

Objek Penilaian merupakan Barang Milik Negara yang

meliputi:

a.

b.

(1)

(2)

(3)

(4)

barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran
Pendapatan dan Belanja Negara; dan

barang yang berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Bagian Ketiga

Tujuan Penilaian

Pasal 4
Penilaian Barang Milik Negara dilakukan untuk:
a. penyusunan neraca Pemerintah Pusat;
b. Pemanfaatan,;
c. Pemindahtanganan; atau
d. pelaksanaan kegiatan lain sesuai dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan, antara lain Surat
Berharga Syariah Negara.
Penilaian Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) dilaksanakan untuk mendapatkan Nilai
Wajar.
Dikecualikan dari ketentuan sebagaimana dimaksud
pada ayat (2), Penilaian dalam rangka Pemanfaatan
Barang Milik Negara dalam bentuk sewa dilaksanakan
untuk mendapatkan Nilai Wajar atas Sewa.
Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penentuan Nilai
Wajar atas Sewa sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

diatur dengan Peraturan Direktur Jenderal.



